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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

 NOMOR  3 TAHUN 2021   

 
TENTANG 

 
STANDAR BIAYA MASUKAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 
dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan 

Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Standar Biaya 
Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun Anggaran 2021; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4889); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6   
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia     Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5864); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi 

Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4889); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020     

Nomor 1035); 
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020     
Nomor 976); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA 
MASUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN         

BELANJA DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
4. Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan adalah 
merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang 
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 
 

Pasal 2 

Standar Biaya Masukan menganut asas : 
a. disiplin anggaran; 

b. tertib anggaran; 
c. kemampuan daerah; 

d. karakteristik daerah; dan 
e. efektif dan efisiensi. 

 

Pasal 3 

Penyusunan Standar Biaya Masukan dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Desa dengan 
tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 
Standar Biaya Masukan bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-
biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Desa dalam lingkup 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka penyusunan Rencana 
Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 
Anggaran 2021. 
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Pasal 5 
Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai : 

a. batas tertinggi; dan/atau
b. estimasi.

Pasal 6 

Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau 
estimasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 
(1) Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pada Keputusan Pengguna 

Anggaran atau Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut: 
a. penanggung  jawab;
b. ketua;

c. sekretaris; dan
d. anggota.

(2)  Dalam hal honorarium dianggarkan untuk panitia pelaksana kegiatan yang 
pembayarannya atas beban belanja pada rekening berkenaan dapat 

direalisasikan sepanjang keterlibatan perangkat Desa benar-benar 
memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam pencapaian target kinerja 

kegiatan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, serta asas 
kepatutan kinerja dan rasionalitas. 

Pasal  8 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 

Kepulauan Selayar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal  9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

 Ditetapkan di Benteng 
 pada tanggal 4 Januari 2021    

 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 TTD 

 MUH. BASLI ALI 

Diundangkan di Benteng 
pada tanggal  4  Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 

 TTD 

MARJANI SULTAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 
NOMOR 554 


